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No. 64 TAHUN 1951

TENTANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Nopember 1950 No. U.P.
1/3/24 dan surat Perdana Menteri tanggal 20 April 1951
No.6936/51;

Menimbang : bahwa surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1950
No.U.P. 1/7/24 tentang pengangkatan Mr. Moh Nasrun, bekas
Kamisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Daerah
Sumatera Barat, mendjadi Gubernur diperbantukan paa Kementrian
Dalam Negeri, perlu disjahkan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang Penetapan
berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 jo.
No.23 tahu 1950 untuk segenap pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;;

Mengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak
pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA Mengesjahkan surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1

September 1950 No.U.P. 1/7/24 tentang pengangkatan Mr. Moh.
Nasrun, bekas komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk
Daerah Sumatera Barat, mendjadi Gubernur dperbantukan pada
Kementerian Dalam Negeri.

KEDUA Mentjatat, bahwa Mr.Moh. Nasrun tersebut mulai tanggal 1 Agustus
1950 dianggap sebagai Gubernur diperbantukan kepada Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia dengan berkedudukan Di Djakarta

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
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ng ter

masih membuat kesalahan.Lidah orang bodoh c- 2 -ukup panjang untuk memotong tenggorokannya

sendiri.
6. Kabinet Perdana Menteri;
7. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
8. Djawatan Pedjalanan Negeri,
9. Kantor Penetapan Padjak,

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT
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DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 1951 NO. 61

L A M A : 31 Agustus 1950 B A R U : 1 September 1950
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DJAKARTA, 25 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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